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WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI  JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR  21  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR 

SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian perhitungan pemberian 

tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara 

yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dan belum 

diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, maka ketentuan 

dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 

Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi 

Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri 

perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah 

Kota Kediri; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari 

Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah 

Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16); 

11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi 

Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota 

Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 

11); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara 

Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 

2021 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) TPP bagi CPNS diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan 

Melaksanakan Tugas. 

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan 

sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya 

sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi 

PNS. 

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan 

sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya 

sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi 

PNS. 
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(4) CPNS, PNS, dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang 

menduduki jabatan fungsional tertentu tetapi belum diangkat dalam 

jabatan dimaksud maka diberikan TPP setara dengan jabatan fungsional 

umum paling tinggi kelas jabatan 7. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Kediri. 

 

Ditetapkan di Kota Kediri 

pada tanggal 12 April 2021 

   WALIKOTA KEDIRI, 

  ttd. 

 

ABDULLAH ABU BAKAR 

Diundangkan di Kota Kediri 

pada tanggal 12 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

 ttd. 

 

                 BAGUS ALIT 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 21 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19760810 200604 1 022 
 


